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JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi
terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dari empat tahun menjadi lima tahun.

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron,
pada Oktober 2022 dengan menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun gugatan yang diajukan Nurul Ghufron itu terkait masa jabatan pimpinan
KPK.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk
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seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan UU KPK,
dengan didampingi delapan hakim konstitusi, dilansir dari mkri.id, Kamis, 25 Mei
2023.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan Pasal 29 huruf e UU
KPK yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65
tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
“berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK,
dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan”.

Kemudian menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, “Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama
5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Sebelumnya, Nurul Ghufron (Pemohon) merupakan Wakil Ketua KPK yang telah
diangkat memenuhi kualifikasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2022 (UU KPK
pertama). Akan tetapi, dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU KPK telah
mengurangi hak konstitusional Pemohon.

Berlakunya ketentuan pasal a quo yang semula mensyaratkan usia paling rendah
40 tahun dan paling tinggi 65 tahun, setelah perubahan menjadi paling rendah
adalah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun mengakibatkan pemohon yang
usianya belum mencapai 50  tahun tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi
pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Hal ini kontradiktif dengan Pasal
34 UU Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur
Hamzah, Mahkamah mengatakan, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK
selama 4 tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika
dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama
memiliki nilai constitutional importance.

Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK
selama 5 tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi
independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya
adalah 5 tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4
tahun sekali.

Dimintai tanggapannya terkait Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan
permohonan uji materi terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun, Firli Bahuri
mengatakan, masih fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai Ketua KPK
sampai dengan 20 Desember 2023.

"Saya pastikan selama sisa waktu tugas ini, tidak akan ada proses hukum yang
cacat hukum. Karena itu sebagai legacy," kata Firli Bahuri.

Sekarang, lanjutnya, masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun



menjadi 5 tahun sesuai putusan MK. Sebagai aparat negara penegak hukum,
hukum adalah panglima. Putusan MK adalah Undang-Undang.

"Untuk itu, kami siap melaksanakannya. Semua atas kuasa dan kehendak Allah
Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan ini amanah yg harus saya
laksanakan. Prinsipnya kami tetap berkomitmen untuk membersihkan Negeri ini
dari korupsi," ucapnya.

Dengan perpanjangan masa pengabdian, dikatakan Firli Bahuri, maka upaya-
upaya pemberantasan harus lebih dikuatkan, tidak boleh ada lagi celah para
koruptor beraksi.

"Kami akan terus buru dan tangkap para pelaku korupsi. Mohon dukungan
seluruh masyarakat Indonesia dan mohon doanya. Semoga kami diberikan
kesehatan dan kekuatan serta keselamatan untuk menjalankan tugas sampai
dengan 20 Desember 2024. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan
perlindungan kepada kita semua," ucapnya.

Pihaknya meminta mohon dukungan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia
bersama KPK memberantas korupsi. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih
atas dukungan segenap anak bangsa dan rekan-rekan media yang selalu
membersamai KPK.

"Mari bersatu berantas korupsi. Mengabdi untuk Negeri membersihkan NKRI dari
korupsi.Aamiin. Salam  Antikorupsi," imbuhnya. (Hadi/Red)


